
Menurut Ketua Harian Gugus

Tugas Penanganan Covid-19 Kota

Yogya Heroe Poerwadi, berdasarkan

penelitian yang disajikan oleh WHO

maupun The Union, perokok aktif

memiliki potensi menularkan virus

yang lebih tinggi. Terutama bagi per-

okok yang dalam tubuhnya terdapat

virus Korona. 

“Perantaranya melalui puntung

rokok yang dihisap. Biasanya per-

okok itu menghisap rokoknya de-

ngan puntung yang menempel di

bibir dan basah. Itu bisa menjadi

potensi sumber penularan,” tandas-

nya, Minggu (6/9).

Selain itu, kegiatan merokok bisa

memindahkan virus dari tangan ke

mulut. Hal ini karena kebiasaan

orang merokok dengan menjepitkan

rokoknya dalam dua jari kemudian

menempelkannya ke mulut. Pada-

hal jari tangan kerap memegang

benda yang mungkin telah terpapar

droplet yang mengandung virus.

Oleh karena itu, aturan terkait

KTR yang sudah dituangkan

melalui Perda 2 Tahun 2017 tentang

Kawasan Tanpa Rokok, akan digen-

carkan kembali. Dalam aturan

tersebut terdapat tujuh lokasi yang

diatur yakni fasilitas pelayanan ke-

sehatan, tempat pendidikan, tempat

anak bermain, tempat ibadah, ang-

kutan umum, tempat kerja serta

tempat umum lain yang ditetapkan.

Akan tetapi baru tiga lokasi yang di-

awasi lebih intensif yaitu fasilitas

pelayanan kesehatan mulai dari

posyandu hingga rumah sakit, ke-

mudian fasilitas pendidikan sejak

dari PAUD hingga perguruan tinggi,

serta tempat kerja namun baru

khusus di lingkungan Balaikota

Yogya.

Heroe mengaku, kawasan Malio-

boro sebenarnya sudah siap dires-

mikan sebagai kawasan tanpa

rokok. Hanya, saat hendak diresmi-

kan justru terjadi pandemi Covid-19.

“KTR di Malioboro bahkan sudah

terbentuk satgas baik dari UPT

maupun wilayah. Targetnya waktu

itu diresmikan 20 Maret 2020, se-

mua sudah siap namun datang pan-

demi ini sehingga ditunda,” tandas-

nya.

Pencanangan KTR yang dikombi-

nasikan dengan penanggulangan

Covid-19 pun kini tengah diru-

muskan. Perokok aktif kini diimbau

menahan diri ketika hendak me-

rokok serta berlaku disiplin dalam

menerapkan protokol kesehatan.

Apalagi adanya protokol baru dari

pemerintah yang menuntut ke-

mandirian masyarakat agar se-

makin tahan dari virus.          (Dhi)-f
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KTR Dikombinasikan Penanggulangan Covid-19
YOGYA (KR) - Pemkot Yogya akan mengkombi-

nasikan kawasan tanpa rokok (KTR) dengan penanggu-
langan Covid-19. Salah satunya untuk memutus potensi
penularan melalui puntung rokok di tempat publik.

YOGYA (KR) - Kebi-

jakan permohonan pengu-

rangan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) ditutup

31 Agustus 2020 dan tidak

lagi diperpanjang. Selama

masa permohonan,

Pemkot Yogya menerima

11.801 wajib pajak PBB

yang mengajukan pengu-

rangan nilai ketetapan.

Kepala Badan Pengelo-

laan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Kota

Yogya Wasesa, mengung-

kapkan pihaknya masih

melakukan telaah ter-

hadap berkas yang diaju-

kan oleh wajib pajak PBB.

Sehingga jumlah wajib pa-

jak yang dikabulkan dan

besaran pengurangannya

belum bisa dikalkulasikan

secara total. 

“Setelah pengajuan per-

mohonan ditutup, kami

membutuhkan waktu

sepekan untuk telaah,”

katanya, Minggu (6/9).

Nilai ketetapan PBB

tahun ini sebelumnya

menjadi pembahasan pe-

lik di kalangan dewan.

Hal ini karena banyaknya

aduan dari wajib pajak

yang mengalami kenaikan

ketetapan hingga be-

berapa kali lipat dari

tahun sebelumnya. Ke-

naikan ketetapan tersebut

lantaran Pemkot mela-

kukan penyesuaian Nilai

Jual Objek Pajak (NJOP)

maupun Zona Nilai Tanah

(ZNT) dari Badan Per-

tanahan Nasional (BPN).

Kebijakan itu salah satu-

nya merupakan rekomen-

dasi dari KPK karena su-

dah empat tahun belum

pernah disesuaikan.

Padahal, merujuk aturan

setiap tiga tahun seharus-

nya ada penyesuaian.

Wakil Walikota Yogya

Heroe Poerwadi, mengata-

kan hasil telaah terhadap

permohonan pengurangan

ketetapan PBB akan ia

tetapkan untuk disetujui.

“Sampai saat ini tumpuk-

an berkas di meja saya

masih banyak. Tapi pe-

ngajuan permohonan me-

mang sudah ditutup.

Sekarang tinggal menye-

lesaikan telaahnya saja,”

katanya.

Total ada 95.273 lembar

Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT)

PBB 2020 yang diter-

bitkan. Heroe memaklu-

mi, banyak wajib pajak

yang turut terdampak

pandemi Covid-19 sehing-

ga kemampuan finansial-

nya terganggu. Sehingga

meski pengajuan pengu-

rangan ketetapan PBB su-

dah berakhir, namun in-

tervensi kebijakan akan

tetap diberikan. Salah sa-

tunya pembebasan denda

bagi wajib pajak yang

membayar melampaui

jatuh tempo hingga akhir

tahun.                       (Dhi)-f

YOGYA (KR) - Pem-

belajaran daring meski

tidak bisa menggantikan

secara sempurna belajar

tatap muka, tapi masih

dinilai efektif untuk di-

laksanakan saat pande-

mi Covid-19. 

Untuk itu penyesuaian

kurikulum perlu di-

lakukan oleh satuan pen-

didikan dalam kondisi

khusus. Dimana kuriku-

lum pada satuan pen-

didikan dalam kondisi

khusus itu memberikan

fleksibilitas bagi sekolah

untuk memilih kuriku-

lum yang sesuai dengan

kebutuhan pembelajaran

siswa.

“Kurikulum darurat

(dalam kondisi khusus)

yang disiapkan oleh

Kemendikbud meru-

pakan penyederhanaan

dari kurikulum nasional.

Menurut saya kurikulum

darurat lebih pas dengan

menggunakan istilah

penyesuaian kurikulum

atau materi mapel.

Karena jika diterapkan

akan sangat membantu

siswa dalam belajar,

mengingat beban materi

yang dipelajari akan

berkurang,” kata penga-

mat pendidikan dari

Universitas Atmajaya

Yogyakarta, Dr Y Sri Su-

silo MSi di Yogyakarta,

Minggu (6/9).

Sri Susilo mengung-

kapkan, selain di jenjang

pendidikan dasar dan

menengah, dalam kon-

teks yang sama, penye-

suaian kurikulum se-

harusnya juga diterap-

kan di Perguruan Tinggi

(PT). Apabila kurikulum

disesuaikan oleh

Kemendikbud maka seti-

daknya ada standardis-

asi dari Kurikulum de-

ngan sistem belajar dar-

ing. Sehingga memu-

dahkan bagi guru atau

dosen dalam mem-

berikan materi mapel

atau mata kuliah kepada

siswa/mahasiswa.

“Kalau ditanya soal

efektif atau tidak. Saya

hanya bisa berpendapat

kondisi itu akan menjadi

lebih baik dan optimal ji-

ka sistem belajar daring

dilakukan dengan penye-

suaian kurikulum atau

minimal materi mapel,”

ujarnya.

Mantan sekretaris de-

wan pendidikan Kota

Yogyakarta itu menyata-

kan, semua itu akan bisa

dilaksanakan dengan

baik, apabila kerja sama

semua pihak dapat terus

dilakukan. Untuk itu

orangtua diharapkan da-

pat aktif berpartisipasi

dalam kegiatan proses

belajar mengajar di

rumah. Sedangkan guru

dapat terus meningkat-

kan kapasitas untuk me-

lakukan pembelajaran

interaktif, dan sekolah

dapat memfasilitasi ke-

giatan belajar mengajar

dengan metode yang pa-

ling tepat.               (Ria)-f

YOGYA (KR) - Dalam

merespons keadaan  saat

situasi gaduh dan konstruksi

keadaan serba politis, Nasyi-

atul Aisyiyah yang meru-

pakan organisasi otonom

Muhammadiyah tidak perlu

seperti partai politik ataupun

gerakan politik. Muhamma-

diyah termasuk Aisyiyah dan

Nasyiatul Aisyiyah tidak per-

lu melakukan gerakan poli-

tik, mengingat identitasnya

tidak disitu. 

Ketua Umum PP Muham-

madiyah Prof Dr Haedar

Nashir mengemukakan hal

tersebut ketika menyam-

paikan amanat pembukaan

Sidang Tanwir 3 Nasyiatul

Aisyiyah di Gedung PP

Muhammadiyah Jalan Cik

Ditiro, Minggu (6/9). Sidang

Tanwir untuk mengesahkan

pengunduran muktamar

hingga 2022, diikuti wakil

dari 34 provinsi dan dilaku-

kan secara daring. Selain

amanat Ketum PP Mu-

hammadiyah, Ketum PP

Aisyiyah Siti Noordjanah

MM MSi memberikan sam-

butan dan Ketua Umum PP

Nasyiatul Aisyiyah Dyah

Puspitarini menyamaikan

pidato iftitah.

Agar tidak terpengaruh

jalan peradabannya, Mu-

hammadiyah akan mela-

kukan transformasi yakni

dari serba reaktif kepada

kearifan yang solutif.

“Karena itu, sebagai kader

perempuan Muhammadiyah

dalam keadaan apapun

harus memegang prinsip or-

ganisasi dan khittahagar ber-

gerak sesuai identitas.

Dengan kekuatan ini, Insya

Allah tidak akan kehilangan

peran memecahkan masa-

lah. Yang pasti, jangan sam-

pai sebagai ormas berperi-

laku seperti parpol atau men-

jadi gerakan politik,” pesan

Haedar.

Muhammadiyah katanya,

dalam fase kedua ini menco-

ba untuk melakukan konti-

nuitas sejarah berdasarkan

keagamaan dengan pikiran

baru yang disebut Islam

berkemajuan. Dan Islam

Berkemajuan inilah menurut

Haedar yang menjadi per-

spektif Muhammadiyah di

era abad kedua. Dan di te-

ngah situasi apapun menu-

rutnya, Muhammadiyah

akan menghadapi dengan

melihat realitas. “Agar tidak

terpengaruh,  Muhamma-

diyah akan melakukan

transformasi. Perubahan

cara dari serba reaktif ke

memberi alternative,” tam-

bahnya.

Sedangkan Siti Noor-

djanah MM MSi menyata-

kan bahwa regenerasi dan

kaderisasi di Angkatan Muda

Muhammadiyah Perempuan

menjadi sangat penting dan

strategis. Baik di tingkat

pusat hingga paling bawah.

Karenanya, PPAisyiyah, lan-

jutnya, mendukung mun-

durnya pelaksanaan Mukta-

mar Nasyiatul Aisyiyah hing-

ga 2022. Upaya yang  dise-

butnya bukan sekadar per-

timbangan periodisasi tetapi

lebih untuk kepentingan

bangsa dan umat.

“Kaderisasi itu sangat pen-

ting. Diharapkan saat

Muktamar Aisyiyah  tahun

2022 yang akan datang, su-

dah akan tampil pemimpin

yang muda, karena memang

era mendatang adalah kepe-

mimpinan muda,” tandas-

nya.  Dengan kebijakan ini,

harap Ketum PP Aisyiyah,

kepemimpinan lebih visioner

sehingga lebih memiliki

kekuatan untuk menggerak-

kan dakwah.                  (Fsy)-f

KURIKULUM KONDISI KHUSUS

Sekolah Bisa Memilih Sesuai Kebutuhan

PENDIDIKAN POLITIK PERLU DIBERIKAN SEJAK DINI

Jadikan Gedung Dewan dan Balaikota ’Rumah’ Rakyat
YOGYA (KR) - Kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga

politik dinilai menurun. Padahal

politik memiliki peran yang strate-

gis dalam tatanan kenegaraan.

Sehingga pendidikan politik pun

perlu diberikan sejak dini. Salah

satu yang dapat dilakukan ialah

dengan benar-benar menjadikan

gedung dewan maupun balaikota

sebagai rumah rakyat.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD

Kota Yogya Marwoto Hadi SH,

menjelaskan lembaga dewan se-

harusnya bisa menjadi bagian dari

edukasi politik bagi kalangan pela-

jar. “Misalnya dengan merangkul

anak-anak sekolah. Siswa SMP

negeri yang berprestasi atau rank-

ing 1 hingga 3 diundang ke gedung

dewan dan praktek menjadi dewan

cilik,” ujarnya.

Sebagai dewan cilik, mereka di-

ajak menggelar sidang paripurna.

Ada yang berperan sebagai pim-

pinan dewan, pimpinan fraksi,

pimpinan komisi maupun jabatan

politis di tingkat eksekutif seperti

walikota dan wakil walikota.

Sembari para dewan cilik mem-

praktekkan sidang paripurna,

orangtua yang mengantar ditem-

patkan di ruang terpisah untuk

menjalani sarasehan maupun

diskusi terkait dunia pendidikan.

Dengan begitu edukasi politik bisa

diberikan sejak dini dan orangtua

juga dapat memberikan masukan

dan sumbangsihnya terhadap pen-

didikan.

“Siswa berprestasi harus men-

dapat apresiasi. Apalagi sangat

jarang mereka yang bercita-cita

ingin menjadi politikus, karena

ketidak tahuan mereka terhadap

politik. Padahal produk hukum di

negara kita ini kan produk politik,”

urai Marwoto.

Di samping itu, dari sisi ekseku-

tif, lingkungan balaikota harus di-

fungsikan sebagai rumahnya rak-

yat. Sehingga fasilitas yang ada di

balaikota seharusnya bisa diakses

oleh warga. Seperti saat hendak

melangsungkan pesta pernikahan,

banyak warga yang harus menge-

luarkan biaya tidak sedikit untuk

kepentingan sewa gedung, pang-

gung, tenda kursi, soundsystem

dan lainnya. Padahal seluruh fasi-

litas itu sudah tersaji di balaikota.

“Bagi yang menghendaki ruang

outdoor, bisa gunakan halaman

balaikota. Berikan akses itu kepa-

da warga kota. Tidak bisa dipung-

kiri juga bahwa kepala daerah

ialah orangtuanya warga kota.

Menjadi lebih bagus lagi ketika

walikota atau wakil walikota

bersedia menjadi saksi pernika-

han,” paparnya.

Marwoto menyebut, untuk me-

realisasikan itu semua membu-

tuhkan persiapan dan keseriusan.

Terutama Bagian Umum di ling-

kungan Pemkot maupun Sekre-

tariat DPRD di lingkungan dewan.

Pihaknya pun akan mendukung

dari sisi kebutuhan anggaran. 

(Dhi)-f

KR-Ardhi Wahdan

Marwoto Hadi SH

TAK ADA PERPANJANGAN PERMOHONAN

11.801 Wajib Pajak PBB Ajukan Pengurangan
Muhammadiyah Tak Perlu Lakukan Gerakan Politik

KR-Istimewa

PP Nasyiatul Aisyiyah mendengarkan sambutan

Ketum PP Aisyiyah secara daring.


